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PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN
TUNJANGAN WALI NAGAR], PERANGKAT NAGARI SERTA

TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.

3. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Nagari adalah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

5. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggara urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang di bantu

Perangkat  Nagari sebagai unsur  penyelenggara
Pemerintahan Nagari.
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Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Nagarinya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut
Bamus Nagari yang merupakan Lembaga yang
melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan
keterwakilan unsur masyarakat dengan memperhatikan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
Perangkat Nagari adalah unsur pembantu Wali Nagari,
yang terdiri dari Sekretariat Nagari, Pelaksana
Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

Penjabat Wali Nagari adalah seseorang yang ditunjuk
untuk menduduki jabatan sebagai Wali Nagari selama
Pejabat yang definitif belum terpilih atau diangkat.
Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah
yang diterima oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari
setiap bulan.

Tunjangan adalah Penghasilan selain Penghasilan Tetap
yang bersumber dari APBNagari.

Unsur Staf adalah unsur yang membantu Kepala Urusan,
Kepala Seksi dan Kepala Kampung sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan keuangan Nagari.

Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat ADN
adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang
diperuntukkan bagi Nagari dan diprioritaskan untuk
membiayai penghasilan tetap dan tunjangan jabatan
aparatur pemerintah nagari, tunjangan kehormatan
anggota Badan Permusyawaratan Nagari, serta operasional
kantor Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan
Nagari.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya

disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan
Nagari yang di tetapkan dengan Peraturan Nagari.

BAB I

SUMBER DAN PENGANGGARAN PENGHASILAN TETAP DAN

TUNJANGAN
Pasal 2

Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat
Nagari serta tunjangan kedudukan Bamus Nagari bersumber
dari ADN dan dianggarkan dalam APBNagari.
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BAB III
PENGHASILAN TETAP
WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI
Pasal 3

Wali Nagari dan Perangkat Nagari berhak menerima
penghasilan tetap setiap bulannya.

Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang berstatus
Aparatur Sipil Negara tidak menerima penghasilan tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
TUNJANGAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI
Pasal 4

Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, Wali Nagari dan Perangkat
Nagari menerima tunjangan berupa tunjangan jabatan
setiap bulannya sesuai dengan AND yang tersedia.
Penjabat Wali Nagari yang berstatus Aparatur Sipil Negara
menerima tunjangan Jabatan sebagai Penjabat Wali Nagari
dengan ketentuan tidak boleh menerima tunjangan
jabatan ganda yang bersumber dari keuangan Negara.

BAB V
TUNJANGAN KEDUDUKAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
Pasal 5

Anggota Bamus Nagari berhak menerima tunjangan
kedudukan setiap bulannya.

Bagi Anggota Bamus Nagari yang berstatus Aparatur Sipil
Negara /TNI/POLRI/Tenaga Kontrak tidak boleh menerima
tunjangan ganda yang bersumber dari keuangan Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari,
Perangkat Nagari Serta tunjangan kehormatan Bamus Nagari,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)

BAB VI
PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 7

Penghasilan Tetap dan Tunjangan dapat dibayarkan setiap
bulan setelah Alokasi Dana Nagari disalurkan dari
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari.
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(2) Apabila Wali Nagari, Penjabat Wali Nagari dan Badan
Permusyawaratan Nagari dilantik/melaksanakan tugas
pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh)
bu‘?“ berjalan dapat dibayarkan Penghasilan Tetap dan
Tunjangannya secara penuh.

(3) Apabila Wali Nagari, Penjabat Wali Nagari dan Badan
Permusyawaratan Nagari dilantik/melaksanakan tugas
pada tanggal 11 (sebelas) sampai dengan tanggal 20 (dua
puluh) bulan berjalan, maka penghasilan tetap atau
tunjangan dibayarkan 50 % (lima puluh persen) dan 50 %
(lma puluh persen) lagi dibayarkan kepada Wali Nagari,
Penjabat Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari
yvang lama.

(4) Apabila Wali Nagari, Penjabat Wali Nagari dan Badan
Permusyawaratan Nagari dilantik/melaksanakan tugas
setelah tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan, maka
penghasilan tetap atau tunjangan dibayarkan penuh
kepada Wali Nagari Penjabat Wali Nagari dan Badan
Permusyawaratan Nagari yang lama.

(5) Bagi Perangkat Nagari, Penghasilan Tetap dan Tunjangan
dapat dibayarkan terhitung sejak Tanggal Melaksanakan
Tugas.

(6) Apabila Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) Tanggal Melaksanakan Tugas pada tanggal 1 (satu)
sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan dapat
dibayarkan sepenuhnya.

(7) Apabila Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) Tanggal Melaksanakan Tugas tanggal 11 (sebelas)
sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan
maka dibayarkan 50 % (lima puluh) dan 50 % (lima puluh
persen) lagi dibayarkan kepada Perangkat Nagar yang
lama.

(8) Apabila Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada
avat (5) Tanggal Melaksanakan Tugas setelah tanggal 20
(dua puluh) bulan berjalan, maka penghasilan tetap atau
tunjangan dibayarkan kepada Perangkat Nagari yang
lama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat
Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan
Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019
Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

